
 

 

 

 



 

 

 



 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR   45   TAHUN   2009 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 

 

TENTANG  PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang  :  a. bahwa perairan yang berada dalam  kedaulatan   Negara      Kesatuan 

Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut 

lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan 

pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya 

untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat Indonesia;   

b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan 

taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan 

perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;  

c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum 

sepenuhnya  mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan 

kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi 

sumber daya ikan;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;  

Mengingat: . . . 
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5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang 

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.  

6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 

dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang 

terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkannya.  

7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi 

dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan 

keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan 

hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang 

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai 

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah 

disepakati.  

8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan 

pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk 

menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber 

daya ikan.  

9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan 

untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, 

pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan 

perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.  

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 

ikan.  

11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang 

menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).   

12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

pembudidayaan ikan.  

13. Pembudi . . . 



 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 28 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PEMBUDIDAYAAN IKAN 

 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), 

Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan lkan;  

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 

1945;  

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (kmbaran Negara 

Reptrblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan kmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

MEMUTUSKAN... 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PEMTURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:  

1.  Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 

dan/ atau membiakkaa Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/atau mengawetkannya.  

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 

hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.  

3. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

Pembudidayaan lkan.  

4. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.  

5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air 

tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk 

Pembudidayaan Ikan.  

6. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana 

sarana umum yang ada.  

7. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk 

hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yeng dapat dimanfaatkan 

dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan unggul baru.  

 

8. Kesehatan... 

 



 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 28 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBUDIDAYAAN IKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat 

(5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 

19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Pembudidayaan Ikan; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

MEMUTUSKAN… 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN 

IKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 

membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen 

hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan 

yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkannya. 

2.  Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

3.  Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan Pembudidayaan Ikan. 

4.  Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan. 

5.  Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, 

air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk 

Pembudidayaan Ikan. 

6.  Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan 

serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. 

7.  Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok 

makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang 

dapat dimanfaatka n dan dikembangkan atau dirakit untuk 

menciptakan jenis unggul baru. 

8.  Kesehatan… 

 



 

 

PERATURAN BUPATI 

SITUBONDO NOMOR 48 TAHUN 2O16 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang :  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten   

Situbondo Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, uraian Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yang 

pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indorresia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);  

2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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Paragraf 3 

Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI 

Pasal 15 

(1) Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan 

Nelayan di bidang Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan 

Dan Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi :  

a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi Kelembagaan Dan 

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

b. pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan peralatan penangkapan ikan sesuai 

dengan potensi lestari;  

c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pembangunan sarana dan prasarana tempat Pelelangan Ikan (TPI);  

d. pelaksanaan Pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mina clalam 

pengelolaanTempat Pelelangan Ikan.  

e. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun 

serta detail engineering design pembangunan prasarana Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI);   

f. penyajian d.ata dan informasi produksi hasil tangkapan;  

g. pelaksanaan ketatausahaan;  

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PemberdaYaan Nelayan;  

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan 

Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Keempat 

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 

Pasal 16 

Bidang pbrikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di 

bidang Perikanan BudidaYa. 
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